
Menimbang : a. 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

Mengingat 

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG 

NOMOR: 172.1 / 344 TAHUN 2024 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BATANG TAHUN ANGGARAN 2025 

TENTANG 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG, 

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 
Anggararn 2025 telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan hasilnya 
telah dilaporkan dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna 
DPRD; 

b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu 
ditetapkan dengan Keputusan DPRD; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang 
tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Batang terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025. 

:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

tentang 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757): 



2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4280) scbagaimana tclah diubah dengan Undang 
Undang Noor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Penerintah Penggnti Undany Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentny Kebijukan Keangan Neyara Dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk lenangman Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atu Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perckonomian 
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuanyn Menjadi 
Undang-Undang (0embaran Negara Republik Indonesa 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indoncsia Nomor 6516); 

Tahun 2004 tentan 

Perbendaharaan Negara (|embaran Ncgara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagairnana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Penggarnti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (CoVID 
19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancarman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

3. Undang-Undang Nomor 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat. 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusvawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pewakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6396); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebgaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Nomor 6516); 

6856); 



6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 04, Tambahun lembaran Negura Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

7. Undang- Undang Nomor 1| Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6867); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat I Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tarmbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 3381); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 3); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 9); 
15. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 53); 



Menctapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEPUIUSAN 

MEMUTUSKAN 

PERWAKILAN 

Defisit 

KABUP'ATEN BATANG TENTANG PERSETU.JUAN 

PERWAKLAN RAKYAT DAERAL KABUPTEN 

TERIADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

ANGGRAN PENDAPATAN 

KABO'ATEN I3ATANG TATON ANGGARAN 2025. 

1. Junnlah Pendapatan 
2. Jumlah Bclanja 

3. Pembiayaan: 
a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 
Surplus 

DAN 

Menyetujui Runcwgn 'erntoran DaCrah Tcntang Anpyaran 

Pendapatan dan Belmja Derah Kabupaten Batang Tahun 

Anggaran 2025, denyn Struktur Anggaran Pendapatan dan 

Belanjn Daerah sebagi berikut: 

RAKYAT 

Rp. 

BELAN. JA 

Rp. 1.978.458.005.209,00 
Rp. 2.038.458.065.209,00 

(60.000.000.000,00) 

Rp. 70.000.000.000,00 

Bp. 10.000,.000.000,00 
Rp. 60.000.000.000,00 

dimaksud Diktum 

DAERAH 

DEWAN 

Ditetapkan di Batang 

BATANG 

sebagaimana : Persetujuan 
KESATU 

sclengkapnya dituangkan dalamn Berita Acara Persetujuan 
Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Batang dan Bupati Batang beserta lampirannya, yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. 

pada tanggal 6 November 2024 

DAERAH 

: Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

UDI 

KUÀ BRA KARUPATEN BATANG 

DEWAN 
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